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ABSTRAK 

 

Ardana Riswari (2024):  Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemotongangaji 

Karyawan Akibat Barang Kadaluwarsa (Studi 

Kasus Di Toko Evo Petshop  Jalan Durian 

Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru). 

 

Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh manusia untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya  antara lain adalah berkerja sama dalam berbagai macam  

kegiatan ekonomi. Salah satunya yaitu upah mengupah yang  sudah lumrah terjadi 

di dalam masyarakat, namun banyak faktor yang menjadi pertimbangan di dalam 

hal upah mengupah salah satunya adalah ganti rugi. Dalam Islam telah 

memberikan aturan yang jelas dan tagas akan hal upah mengupah yang mana 

termasuk di dalamya mengenai ganti rugi yang boleh dan tidak boleh. 

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bentuk ganti rugi dengan cara 

pemotongan gaji karyawan akibat barang kadaluwarsa yang dibuat oleh pemilik 

toko Evo petshop dan tidak tercantum dalam kontrak kerja. Dan bagaimana 

tinjauan fiqh muamalah terhadap pemotongan gaji karyawan akibat adanya barang 

kadaluwarsa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mngetahui bagaimana sistem 

penggantian barang akibat kadaluwarsa sebagai dasar pemotongan gaji karyawan, 

dan untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah tentang pemotongan gaji 

karyawan akibat barang kadaluwarsa di toko Evo Petshop. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di toko Evo Petshop  jalan 

Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Sabjek dalam penelitian ini adalah 

karyawan toko Evo Petshop, sedangkan populasinya berjumlah 6 orang karena  

jumlah poolasi yang terjangkau maka semua dijadikan sample (total sampling ). 

Sumber data ini langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisa dengan menggunakan metode 

deduktif.  

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa benar adanya pemotongan gaji 

karyawan akibat barang kadaluwarsa di toko Evo Petshop, dan pemotongan 

tersebut terjadi apabila ditemukan adanya barang kadaluwarsa, maka dilakukan 

langsung pemotngan gaji pada saat penerimaan gaji, yaitu sebesar jumlah 

kerugian akibat barang kadaluwarsa. Pemotongan gaji karyawan akibat barang 

kadaluwarsa sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak sesuai 

dengan rukun dan syarat serta tidak sesuai dengan teori ijarah yaitu kerelaan 

kedua belah pihak, yang mana keputusan tersebut memberatkan serta tidak 

tercantum dalam kotrak kerja, namun dikeluarkan secara sepihak oleh pemilik 

toko. 

 

Kata kunci : Fiqh Muamalah, pemotongan gaji, Pekanbaru 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa mengikuti aturan yang 

telah ditetapkan oleh Allah  SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi 

ataupun ukhrowi sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung 

jawabannya kelak di akhirat. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, 

hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk 

menghindari terjadinya bentrok antar berbagai kepentingan, kaidah hukum 

yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat 

disebut dengan hukum mu‟amalah.
1
 

Salah satu bentuk hukum mu‟amalah yaitu kerjasama antar sesama 

manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim 

disebut buruh dan orang yang menyediakan pekerjaan disebut majikan. 

Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya, buruh mendapat kompensasi 

berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur Fiqih sering disebut 

dengan istilah Ijarah yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan 

adanya imbalan atau upah. 
2
 

                                                 

1
 Rahmat Syafe‟I, Asas-Asas hukum Muamalat, edisi revisi, (Yogyakarta: UII press, 

2000), h. 7 

2 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 113
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Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah utama dalam transaksi 

muamalah yaitu:  

لِ ا بَِاحَةُ إلِا بِدَليِأ طِ فِي الأمُعَامَلََتِ الأحِلُ وَالْأ لُ فِي الشُّرُوأ صَأ لْأ  

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkan”.
3
 

Ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah 

mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah 

adalah menjual tenaga atau kekuatan. Dalam Ijarah Mu‟jir dan Musta‟jir 

yaitu  orang yang melakukan akad upah-mengupah. Mu‟jir adalah yang 

memberikan upah, sedangkan Musta‟jir adalah orang yang menerima upah 

untuk melakukan sesuatu.
4
 

Menurut Helmi Karim, Ijarah secara bahasa berarti upah atau ganti 

atau imbalan, karena itu lafadz Ijarah mempunyai pengertian umum yang 

meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau 

upah karena melakukan aktifitas
5
. Dalam arti luas, Ijarah bermakna suatu 

akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan 

imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat 

suatu benda, bukan menjual Iain dari suatu benda itu sendiri. 

                                                 

3
  Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5. 

4
 Hendi Suhendi, op cit. h. 117. 

5
 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 113. 
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Ada perbedaan terjemahan kata Ijarah dari bahasa Arab ke bahasa 

Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. 

Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa 

kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk 

tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya) 

satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab 

upah dan sewa disebut Ijarah.
6
 

Dalam pelaksanaan ibadah ada kebutuhan upah  untuk mendapatkan 

uang bagi mereka yang melakukan pelaksanaan ibadah pada masyarakat. 

Semua aspek menerima upah dalam melakukan ibadah ini dapat terjadi 

karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang mana Firman Allah dalam 

Q.S Al-Thalaq (65): 6 

َّ ]فَإنِ أرَْضَعْنَ لكَُم فَآتُوهُنَّ أجُُورَهُن ّّ  

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah 

kepada mereka upahnya.”
7
 QS. AI-ThaIaq (65): 6 

Berdasarkan dalil ini, dijelaskan bahwa harus ada penentuan upah 

baik itu sewa menyewa maupun upah mengupah atas pekerjaan yang telah 

disepakati oleh kedua pihak. Dalam Al-qur‟an telah jelas memperbolehkan 

akad Ijarah, karena pada dasarnya setiap manusia saling membutuhkan 

dalam berbagai kegiatan. 

                                                 

6
 Hendi Suhendi, Op, Cit., h. 113. 

7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan : New Cordova: QS. At-thalaq (65) 

h. 16 
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Upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi 

ganti menurut syarat-syarat tertentu. Pengupahan menurut bahasa ialah apa 

yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. 

Sedangkan pengupahan menurut syariat pemberian kepada seseorang dalam 

jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus. 

Sementara itu, bagi pengusaha, upah merupakan biaya yang wajib 

dikeluarkan untuk para karyawannya. Meskipun sebuah pengeluaran, 

penetapan upah tak serta-merta ditetapkan atas dasar keuntungan usaha 

semata. Upah bukan hanya kewajiban, melainkan bentuk perhatian dan 

kepedulian pemilik usaha terhadap nasib karyawannya.
8
  

Dalam prakteknya sistem pengupahan ( Ijarah ) yang terjadi telah 

memenuhi rukun akad dalam al-Ijarah akan tetapi dalam syarat masih belum 

terpenuhi yaitu ditemukan adanya salah satu pihak yang menyatakan tidak 

rela atas perjanjian yang dilakukan, yang mana hal tersebut dapat merugikan 

salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Hal tersebut tidak 

dibenarkan dalam segi hukum lslam. Hal ini telah dijelaskan di dalam firman 

Allah dalam surat An-Nissa (4): ayat 29 yang berbunyi:  

 ٍْ ٌَ تجَِارَةً عَ ٌْ تكَُىْ َ ٰٓ ا ا ايَْىَانكَُىْ بيَُْكَُىْ بِانْبَاطِمِ اِلََّ ٍَ اٰيَُىُْا لََ تأَكُْهىُْٰٓ تزََاضٍ يٰٰٓايَُّهَا انَّذِيْ

ا ًً ٌَ بكُِىْ رَحِيْ َ كَا ٌَّ اللّٰه َْفسَُكُىْْۗ اِ ا اَ ُْكُىْْۗ وَلََ تقَْتهُىُْٰٓ  يِّ

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

                                                 

8
 Senja Nilasari, Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian Benefit (Jakarta: Raih 

Asa Sukses, 2016). 
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janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.”
9
 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hambanya di 

muka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan 

kerelaan hati masing-masing maka bolehlah kamu memakannya. 

Sistem pengupahan terhadap tenaga kerja diatur dalam Undang-

Undang Tahun 2003 No.13 pasal 88 ayat 1,2,3 dan 4, sehingga menjadi suatu 

keharusan yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada para karyawannya. 

Artinya upah menjadi sumber penghidupan yang penting bagi setiap orang 

yang telah mengikat dirinya dalam perjanjian kerja. Artinya tidak ada 

manusia yang mengerahkan tenaga atau jasanya untuk menggerakkan sesuatu 

secara terus menerus atau dalam tugas dengan waktu tertentu demi 

kepentingan orang lain atau kepentingan pihak lain tanpa memperoleh upah 

yang memadai karena upah merupakan sumber penghidupan yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
10

  

Upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan haruslah 

tepat waktu. Maka pengusaha tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah 

tersebut. Dalam hukum lslam pengupahan termasuk ke dalam Ijarah Al-

amal. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran 

bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.
11

  

                                                 

9
 Kementrian agama RI,Op Cit. h. 65 

10
 Ascarya, Akad Dan Produk Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). 

11
 Abdullah abdul husain at-tariqi, ekonomi lslam, prinsip dasar dan tinjauan. Cet. Ke-1 

(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).h. 99 
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Dalam islam, Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) 

perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara 

pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban 

masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban 

bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah 

membayar upah.  

Namun fenomena yang terjadi di lapangan, terjadi pemotongan gaji 

karyawan di kerenakan barang kadaluwarsa yang bukan kesalahan pekerja, 

Hal ini terjadi pada karyawan yang bekerja di toko Evo Petshop cabang Kota 

Pekanbaru Yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

pemasok makanan kucing dan anjing serta perlengkapan hewan peliharaan 

lainya yang terletak di Jadirejo, Jl Durian No.43, Sukajadi, Kecamatan 

Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Perusahaan Evo Petshop menerapkan 

sebuah aturan di mana jika ada barang yang kadaluwarsa maka 50% kerugian 

ditanggung oleh karyawan yaitu dengan memotong gaji karyawan sesuai 

dengan jumlah kerugian yang didapat dan 50% lagi kerugian ditanggung oleh 

perusahaan, jika tim audit tidak melaporkan hal tersebut atau ketahuan 

melakukan kecurangan dalam laporan barang kadaluwarsa  maka semua 

kerugian 100% menjadi tanggung jawab karyawan. 
12

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 

meneliti permasalahan tersebut dengan judul “ Tinjauan Fiqh Muamalah 

Terhadap Pemotongan Gaji karyawan Akibat Barang kadaluwarsa” 

(Studi Kasus Di Toko Evo Petshop  Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, 

Pekanbaru) 

                                                 

12
 Aziz, karyawan Evo Petshop Pekanbaru, wawancara,  Pekanbaru, 10 Januarai 2023 
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B. Batasan Masalah  

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk 

mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian 

tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Gaji karyawan 

Akibat Barang kadaluwarsa”  Di Toko Evo Petshop  Jalan Durian Kecamatan 

Sukajadi, Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana praktik pemotongan gaji karyawan akibat  barang 

kadaluwarsa di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi 

Kota Pekanbaru ? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan gaji karyawan 

akibat barang  kadaluwarsa di Toko Evo Petshop Jalan Durian 

Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui praktik pemotongan gaji karyawan akibat barang 

kadaluwarsa di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi 

Kota Pekanbaru 

b. Untuk mengetahui  tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan 

gaji karyawan akibat barang  kadaluwarsa di Toko Evo Petshop Jalan 

Durian Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru 
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2. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah:  

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mendapat bahan informasi 

dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tentang praktik pemotongan gaji 

karyawan akibat barang kadaluwarsa ditinjau dalam Hukum lslam. 

Sehingga membuka pikiran masyarakat dan tidak ada lagi simpang 

siur akan hak upah mengupah tersebut.  

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas lslam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori  

1. Definisi Ijarah 

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata يؤجز –جز أ  (ajara – 

ya‟jiru), yaitu upah yang diberikan sebagai konpensasi sebuah pekerjaan.  

Ijarah menurut bahasa, Ijarah berasal dari kata al-ajru, al-„iwadh berarti 

“upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, Ijarah mempunyai 

pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau 

imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. 

Dalam arti luas, Ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat 

sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. hal ini 

sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual „ain 

dari benda tersebut.
13

 

Al-Syarbini mendefinisikan Ijarah sebagai berikut: 

ضٍ يَعْهُٕوِ  نىَعَعَقْطَ  َٕ الإبَاحَتِ بِعِ َٔ ُْفعََتِ يَقْصُٕدةٍَ يَعْهُٕيَتٍ قَا بِهَتٍ نِهْبَذْلِ  يَ  

“Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana 

manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh 

syara”
14

 

Kelompok Hanafiah mengartikan Ijarah yaitu berisi pengambilan 

manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan upah dalam jumlah 

                                                 

13
 Imam Mustofa, Fiqih Mu‟malah, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 101 

14
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh MuamaIat, (jakarta: amzah, 2013), h, 317 
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yang disepakati. Dengan istilah disebutkan bahwa Ijarah adalah salah satu 

akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.
15

  

Definisi upah menurut UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : “Upah adalah hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, Atau  

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh 

dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan
16

”. 

Menurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu 

pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, befungsi sebagai jaminan 

kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau 

dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, 

undang-undang dan peraturan yang di bayarkan atas suatu perjanjian kerja 

antara pemberi dan penerima. 

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima 

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan 

perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan 

                                                 

15
 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228 

 
16

 Indonesia, Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, Jakarta: Sinar Grafik 2007), cet 

ke-2,  h. 5. 
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keluarganya.
17

Aturan pemotongan gaji karyawan diatur dalam pasal 63 PP 

pengupahan yang ketentuannya menerangkan bahwa perusahaan dibolehkan 

untuk melakukan pmotongan gaji karyawan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Untuk pembayaran denda, ganti rugi, dan atau uang muka upah, 

dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”), 

atau peraturan kerja bersama (“PKB”). 

b. Untuk sewa rumah, sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh 

pengusaha kepada pekerja/buruh, dan/atau utang atau cicilan utang 

pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau 

perjanjian tertulis. 

c. Untuk kelebihan pembayaran upah dilakukan tanpa persetujuan 

pekerja/buruh.
18

 

Adapun dalam hal terjadinya potong gaji karyawan, jumlah potongan 

maksimal yang diperbolehkan adalah 50% dari setiap pembayaran upah yang 

diterima pekerja.
19

 bahwa pengusaha dapat melakukan potong gaji karyawan 

untuk pembayaran denda, ganti rugi, maupun uang muka upah, sepanjang hal 

tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB. 

Untuk mengetahui sah atau tidaknya pemotongan upah yang dilakukan 

perusahaan harus terlebih dahulu mencermati isi perjanjian kerja, PP, atau 

                                                 

17
 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 Tentang Umr Pasal 1, 

18
 Pasal 63 Peraturan Pemerintah  No. 36  Tahun 2021 Tentang Pengupahan, h. 19 

19
 Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021


 

 

12 

PKB antara pekerja dengan pengusaha pada perusahaan tersebut. Selain itu, 

jika ketentuan tersebut diatur dalam perjanjian kerja atau PKB, maka harus 

dilandasi kesepakatan kedua belah pihak yang membuatnya, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a. Pasal 116 ayat (1). Pasal 117 UU 

Ketenagakerjaan. 

Namun jika dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB tidak diatur mengenai 

pemotongan upah karena barang kadaluwarsa, maka perusahaan tidak berhak 

memotong upah karyawannya. Jika perusahaan tetap melakukan pemotongan 

upah, karyawan dapat melakukan upaya hukum. Perselisihan yang terjadi 

akibat pemotongan upah dapat dikategorikan sebagai perselisihan hak, yaitu 

perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya 

perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan, perjanjian kerja, PP, atau PKB.
20

 

Jika terjadi perselisihan hak antara pengusaha dengan pekerja, keduanya 

harus terlebih dahulu menempuh upaya hukum berupa perundingan bipartit, 

yaitu perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha 

untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, secara musyawarah 

untuk mencapai mufakat.
21

 

Menurut Helmi Karim, Ijarah secara bahasa berarti upah atau ganti atau 

imbalan, karena itu lafadz Ijarah mempunyai pengertian umum yang 

meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau 

                                                 

20
 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”) 

21
 Pasal 3 Ayat (1) jo. 1 angka 10 UU PPHI 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004


 

 

13 

upah karena melakukan aktifitas
22

. Dalam arti luas, Ijarah bermakna suatu 

akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan 

imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat 

suatu benda, bukan menjuaI lain dari suatu benda itu sendiri. 

Ada perbedaan terjemahan kata Ijarah dari bahasa Arab ke bahasa 

Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. 

Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa 

kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkah upah digunakan untuk 

tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) 

satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab 

upah dan sewa disebut Ijarah.
23

 

Dari definisi di atas dapat disimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk 

hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang 

yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah 

ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja. 

2. Dasar Hukum Ijarah 

Ulama ahli fiqih sepakat bahwa Ijarah disyariatkan dalam lslam adapun 

golongan yang tidak menyepakatinya seperti Abu bakar Al Asham, Ismail 

bin Aliya, Hasan Al Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan berasal 

bahwa Ijarah adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang sesuatu 

yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. 

                                                 

22
 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 113. 

23
 Hendi Suhendi, Op, Cit., h. 113. 
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Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati Ijarah 

tersebut Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak 

terbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan adat.
24

 

Pada dasarnya Ijarah adalah akad yang berbentuk sewa menyewa 

maupun upah mengupah. Akad Ijarah tidak jauh berbeda dengan akad-akad 

muamalah lainnya seperti mudharabah, musyarakah, musaqah, gadai, 

jualbeli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal mubah (boleh), kecuali ada 

dalil yang melarangnya. Ulama bersepakat bahwa Ijarah diperbolehkan. 

Ulama memperbolehkan Ijarah berdasarkan legitimasi al-Quran, as- Sunnah, 

dan ijma‟. 
25

 

Dasar hukum Ijarah adalah Al-Quran dan As-Sunnah antara lain : 

a. QS. Al-Thalaq (65): 6 

 ٍّ ُْ ٍَّ أجُُٕرَ ُْ ٍَ نكَُىْ فَآتُٕ ٌْ أرَْظَعْ   فَإِ

“jika mereka mereka menyusukan (anak anak) untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya.
26

 

Hadist-hadist Rasulullah Saw tentang Ijarah atau upah mengupah 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda : 

زْ قَا ًَ ٍُ عُ ِ ابْ ٍْ عَبْدِ اللََّّ سَهَىَ أعُْطا الْْخِيْزَ ع َٔ  ِّ ُ عَهيَْ لُ اللهِ صَمَ اللََّّ ْٕ لَ رَسُ

ٌْ يجفُ عَزَفت )رٔاِ ابٍ ياجّ(  أجَْزَُِ قبَْمَ أَ

                                                 

24
 Rachmat Syafe‟i, Op. Cit., h.123. 

25
 Abdul Rahman Ghazaly, Et.Al., Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277. 

26
 Kementrian Agama RI, Op. Cit, h. 53 
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“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah 

berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu 

Majah). 
27

 

Dalam ayat di atas dijelaskan setelah adanya kesepakatan antara 

kedua belah pihak yang melakukan akad, dan sudah ditentukan besaran 

upah  dan waktu pembayarannya, maka hal tersebut dilaksanakan sesuai 

akad. Jika dalam akad tidak disebutkan kesepakatan untuk mempercepat 

atau memperlambat upah, maka hal tersebut wajib dipenuhi setelah 

berakhirnya masa tersebut.  

Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-Ijarah seperti ini, menurut 

para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti 

buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Al-Ijarah 

seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu 

rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekeIompok 

yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang  

sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk Al-Ijarah terhadap 

pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ulama fiqh 

hukumnya boleh. 
28

 

  

                                                 

27
 Muhammad Bin Yazid Abu „Abdullah Al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah, Jilid II,  

(Bairut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 20. 

28
 Ibid., 
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b. Sunnah  

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang Ijarah atau 

upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu 

Umar, bahwa Nabi bersabda: 

َاَ دَ ب عََ َنَ عَ  اَطَ عَ آَ َمَ لَ سَ وَ َهَ ي لََ عَ َاللهَ َلَ صَ َاللهَ َلَ وَ سَ رَ َالَ قَ َرَ مَ عَ َنَ بَ الله
 َ  )رواهَابنَماَجه(َهَ ق رََ عَ َفَ يََّ َنَ آَلَ بَ ق َ َه رََ جَ آَرَ ي َ خَ ال 

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah 

berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu 

Majah).”
29

 

Terdapat juga pada Hadist riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah 

Rasulullah Saw bersabda: 

ت ا َج ر ا جَ  َا س  ر ه َ)رَم ن  اهَعبداَلرزاقَعنَابىَهريرة(وَي  ر اف  ل ي  ع م ل َا ج   
“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah 

upahnya.” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).
30

 

Dalam Hadist di atas dijelaskan setelah adanya kesepakatan antara 

kedua belah pihak yang melakukan akad, dan sudah ditentukan besaran 

upah dan waktu pembayarannya, maka hendaklah hal tersebut 

dilaksanakan sesuai akad. Jika dalam akad tidak disebutkan kesepakatan 

untuk mempercepat atau menangguhkan upah, dan dengan jangka waktu 

tertentu, maka hal tersebut wajib dipenuhi setelah berakhirnya masa 

tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk jangka waktu satu 

                                                 

29
 Ibid., 

30
 Ibid., h. 124. 
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bulan, kemudian masa satu bulan itu telah berakhir maka penyewa wajib 

membayar sewanya. Jika akadnya untuk suatu pekerjaan maka kewajiban 

untuk membayar upahnya pada saat pekerjaannya selesai. 

c. Ijma‟ 

Umat lslam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa Ijarah 

diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.
31

 Ibnu Qudamah 

menambahkan ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri telah 

bersepakat bahwa Ijarah diperbolehkan. Dari ketiga sumber hukum, yaitu 

al-Qur‟an, as-Sunnah, dan ijma‟ semakin memperjelas bahwa akad Ijarah 

dalam hal upah-mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai 

dengan hukum lslam.   

3. Rukun dan Syarat Ijarah 

Menurut jumhul ulama bahwa rukun Ijarah ada 4 diantara nya yaitu: 

a. Sighat Al-„akad (ijab dan kabul)  

b.  Al-Aqidayn kedua orang yang bertransaksi  

c. Al-ujrah (upah atau sewa)  

d. Al manafi‟ (Manfaat sewa)
32

 

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Ijarah menjadi sah 

dengan ijāb dan qabul, lafaz sewa atau yang berhubungan dengannya, serta 

lafaz ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Untuk 

kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu 

keduaduanya berakal dan dapat membedakan baik dan benar. Jika salah 

                                                 

31
 Rachmat Syafe‟i, Op. Cit., h. 124. 

32
 Abu Azan Al Hadi, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 

2017), cet.-1, h. 756. 
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seorang yang berakaI itu gila atau anak kecil yang belum Mumayyiẓ, maka 

akad tersebut menjadi tidak sah. Madzhab Imam Syafi‟I menambahkan 

satu rukun lagi yaitu baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun 

dapat membedakan itu tidak sah.
33

 

Sebagai bentuk transaksi Ijarah sah harus memenuhi rukun di atas, 

di samping rukun harus juga memenuhi syarat-syaratnya para Ulama telah 

menetapkan syarat upah yaitu: 

a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Syarat ini diperlukan dalam 

Ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti 

harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan 

perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan sewa upah ini boleh 

didasarkan pada urf atau adat kebiasaan. 

b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari Ijarah, seperti upah 

menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. 

Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang 

disewa, maka Ijarah tidak sah. Hal in berdasarkan firman Allah: 

ٍۡ تزََ اضٍ  ٌَ تجَِارَةً عَ ٕۡ ٌۡ تكَُ ۤۡ اَ انـَكُىۡ بيَُۡكَُىۡ بِانۡباَطِمِ اِلََّ َٕ ا ايَۡ ٕۡۤۡ ا لََ تاَۡكُهُ ٕۡ ٍَ اٰيَُُ ا انَّذِيۡ َٓ يُّ

ٌَ بكُِىۡ رَحِيۡى َ كَا ٌَّ اللَّه ََكُىۡ ؕ  اِ ـفُ َۡ ا اَ ٕۡۤۡ لََ تقَُۡهُُ َٔ كُىۡ   ۚ  ُۡ  يِّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta Sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan Suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah Adalah 

Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. Al-Nisa: 4:29)
34

 

 

                                                 

33
 Ibid. 

34
 Kementrian Agama RI, Op. Cit, h. 65. 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa hal yang terpenting dalam muamalah 

itu adalah Keridaan kedua belah pihak dalam berakad. 

4. Objek Akad Ijarah 

 Objek akad, yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak 

menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas 

sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad Ijarah tidak sah, karena 

dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad 

tidak tercapai
35

. Kejelasan tentang objek akad Ijarah bisa dilakukan 

dengan menjelaskan: 

a. Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui 

benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, “Saya 

serahkan kepadamu salah satu dari dua rumah ini”, maka akad Ijarah 

tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas. 

b. Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam 

kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, 

misalnya berapa hari disewa. 

c. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. 

Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi 

perselisihan. Misalnya, pekerjaan membangun rumah sejak fondasi 

sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. 

                                                 

35
 Ahmad Wardi dan Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-3, 

h.323. 
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Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan 

ukurannya jelas.
36

 

d. Objek akad Ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun 

syar‟i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit 

diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda binal untuk 

dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar‟i, seperti menyewa 

tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau 

menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat, atau menyewa 

tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.  

   Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat 

bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikut 

sertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama 

tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi, menurut 

jumhur fuqaha menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan 

secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara 

pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.
37

 

Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:  

a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.  

b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari Ijarah. 

c. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah, Upah yang dimaksud atas ibadah ini 

seperti dalam ibadah sholat,  puasa, haji, dan membaca Al-quran. 
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Menurut Imam Hanafi, menyewa seseorang untuk melakukan 

perbuatan  ibadah sholat, puasa, haji, dan membaca Al-quran, yang 

pahalanya dijadikan  kepada orang tertentu.  Maka haram hukumnya. 

Madzhab Maliki, Syaf‟i, dan Ibnu Hazm memperbolehkan  

mengambil upah sebagai imbalan dari mengajar Al-quran dan 

kegiatan kegiatan sejenis. Secara umum sistem pengupahan dalam 

lslam dapat di rumuskan  sebagai berikut:   

1) Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai   

Sebelum pekerjaan dimulai, seorang penyewa jasa 

menjelaskan jenis pekerjaan, berapa lama dan  besaran upah yang 

akan diterima oleh pekerja, serta sistem perhitungan upahnya.  

2) Memberikan Upah Yang Layak  

3) Memberikan Upah Secara Adil  

5. Macam-Macam Ijarah (Upah) 

Ijarah terdiri dari dua macam: 

a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa dalam Ijarah bagian 

pertama ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. 

Al-Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa 

menyewa rumah,tokoh, kendaraan, pakaian,dan perhiasan.Apabila 

manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan Syara' untuk 

dipergunakan maka para ulama Fiqih sepakat menyatakan boleh 

dijadikan objek sewa-menyewa. 
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Dalam kasus sewa atas tanah ada dua prinsip yang mendasarinya 

yaitu: Keadilan dan Kemurahan Hati, yang merupakan penentu dasar 

dari sewa atas tanah. Kata “keadilan” yang dimaksud adalah sewa 

dibebankan kepada petani penggarap sesuai dengan kemampuan 

mereka untuk membayar sehingga mereka merasa gembira dan puas, 

hal ini menjadi faktor pendorong bagi pekerja untuk bekerja sungguh-

sungguh untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Sedangkan 

maksud dari kata “kemurahan hati” adalah bahwa sewa yang hanya 

akan dipungut ketika yang mereka hasilkan melebihi di atas 

kebutuhan mereka. 

b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam Ijarah 

bagian kedua ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan 

seseorang.
38

  

Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara 

mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al 

Ijarah seperti ini,menurut para ulama Fiqih hukumnya boleh apabila 

jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh 

pabrik, dan tukang sepatu. Al- Ijarah seperti ini ada yang bersifat 

pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan yang 

bersifat terikat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual 

jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu buruh 

pabrik. Kedua bentuk Al- Ijarah terhadap pekerjaan ini menurut para 

ulama Fiqih hukumnya boleh. 
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Apabila orang yang diperkerjakan itu bersifat pribadi, maka 

seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung 

jawabnya akan tetapi para ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa 

apabila objek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya bukan karena 

kelalaian dan kesengajaan maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. 

Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau ke lainnya maka 

menurut kesepakatan pakar fiqih ia wajib membayar ganti rugi.
39

  

c. Sifat dan Akad Ijarah  

Fuqaha berbeda pendapat tentang sifat akad Ijarah, apakah 

bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah 

berpendapat akad Ijarah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan 

secara sepihak apabila terdapat uzur (halangan) dari salah satu pihak 

yang berakad, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau 

kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum. Jumhur fuqaha yang 

berpendapat bahwa akad Ijarah bersifat mengikat, kecuali ada 

kecacatan yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa 

dimanfaatkan. Adapun hukum Ijarah bisa rusak menurut ulama 

Hanafiah jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang 

menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan 

pada waktu akad maka kerusakan akad tersebut terjadi pada syarat, 

akan tetapi jika kerusakan akad disebabkan penyewa tidak 
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memberitahukan jenis pekerjaan maka perjanjiannya upah harus 

diberikan semestinya.
40

 

4. Berakhirnya Akad Ijarah  

Pada dasarnya Ijarah merupakan perjanjian yang masing-masing  

pihak saling terikat dalam perjanjian, Ijarah tidak diperbolehkan adanya  

fasakh  Ijarah berakhir atau batal karena: 

1) Rusaknya barang yang disewakan menurut ulama hal tersebut  tidak 

menyebabkan habisnya Ijarah, tetapi harus diganti selagi bisa diganti.  

2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Pembahasan mengenai masalah tentang akad Ijarah pada pemotongan 

gaji karyawan ditinjau dari Fiqih Muamalah dalam suatu penelitian tidak 

terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas 

akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi, dan artikel, yang 

barkaitan dengan akad Ijarah tentang upah mengupah ditinjau Fiqih 

Muamalah. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang hampir mirip dengan 

pembahasan skiripsi penulis ini yaitu:  

1.  Deni Susanto UIN Raden Intan Lampung. 2017 yang mengangkat judul 

tentang tinjauan hukum lslam tentang pemotongan gaji karayawan akibat 

hilangnya barang perusahaan (studi kasus Indomaret Fajar Bulan 

Lampung Barat). Hasil penelitiannya yaitu dasar pemotongan gaji 

karyawan yang diakibatkan barang hilang di Indomaret adalah perjanjian 
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kerja waktu tertentu yang dibuat perusahaan dan ditanda tangani oleh 

karyawan secara sukarela, yang di dalamnya terdapat tatacara kerja, upah, 

hak dan kewajiban karyawan.
41

Sedangkan perbedaan pada peneIitian 

penuIis ini terIetak pada sebab pemotongan gaji karyawan.  

2. Nur Laila UIN Sumatera Utara. 2020 yang mengangkat judul tentang 

analisis pemotongan gaji karyawan akibat rusaknya barang perusahaan 

menurut mazhab Syāfi‟ī (studi kasus Pada 212 Mart Jl. H.R. Soebrantas 

Panam Kota Pekanbaru). hasil penelitiannya yaitu Pemotongan gaji yang 

dilakukan pada perusahaan 212 Mart Jl. Soebrantas Panam Kota 

Pekanbaru ada dua sebab, yaitu pemotongan gaji karena tidak masuk 

kerja dan pemotongan gaji karena merusak barang perusahaan apabila 

kerusakan barang musta‟jir tersebut dilakukan dengan sengaja atau 

karena kelalaian, maka ajīr bisa dituntut untuk bertanggungjawab atas 

rusaknya barang   musta‟jir  tersebut, di mana ia harus mengganti barang 

yang rusak tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban yang sudah 

dijanjikan oleh karyawan yang bersangkutan.
42

Sedangkan pada 

peneIitian penuIis berfokus pada kerugian akibat barang kadaIuwarsa 

dimana haI tersebut di Iuar tanggung jawab karyawan. 

3.  Rahmatul Dini Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2021 yang 

mengangkat judul analisis hukum lslam dalam praktek pemotongan upah 

asuransi karyawan pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan. Hasil 

penelitian tersebut adalah pandangan hukum hukum fiqh lslam tentang 

                                                 

41
 Deni Susanto, “Pemotongan Gaji karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan” 

(Uin Intan Lampung Barat 2017). 

42
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pemotongan upah karyawan untuk asuransi boleh diberlakukan dengan 

alasan sudah memenuhi akad rukun dan syarat lslam kepada kedua belah 

pihak sudah mengetahui tentang pemotongan upah karayawan untuk 

asuransi melalui kontrak kerja yang telah ditanda tangani karyawan tanpa 

adanya paksaan.
43

 Sedangkan pada peneIitian penuIis terletak pada 

praktik pemotongan karena barang kadaluwarsa. 

4. Deki Suyatno UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022 yang mengangkat 

judul pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan 

kerusakan barang perspektif maslahah mursalah dan istihsan. Hasil 

penelitian tersebut adalah pandangan perspektif maslahah mursalah dan 

istihsan terhadap pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan 

dan kerusakan barang di ndomaret sebagai aturan denda diperbolehkan 

karena aturan yang didasarkan pada perjanjian kerja itu telah memenuhi 

syarat dan rukun akad perjanjian.
44

 Sedangkan pada peneIitian penuIis 

tertuju pada pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehiIangan dan 

kerusakan barang. 

5. Selain skripsi penulis juga mencantumkan jurnal sebagai bahan 

pertimbangan, seperti jurnal dengan judul “Upah Berkeadilan Ditinjau 

Dari Perspekif lslam” yang ditulis oleh Armansyah Walimah. 2017. 

Dalam jurnalnya, Armansyah Walimah menyebutkan bahwa pengusaha 

diperintahkan agar memperlakukan pekerja seperti keluarganya sendiri 

                                                 

43
 Rahmatul Dini, “Analisiss Hukum lslam Dalam Praktek Pemotongan Upah Asuransi 

karyawan Pada Bank Sumut Syariah Dikota Medan”, (UMSU 2021). 

44
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yang harus dipenuhi kebutuhannya pertanggungjawaban yang sudah 

dijanjikan oleh karyawan yang bersangkutan. 45 Jurnal ini memfokuskan 

prinsip keadilan dalam upah mengupah, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis berfokus pemotongan gaji karyawan akibat barang 

kadarIuwarsa.

                                                 

45
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Dan Manajemen lslam, volume 5., No. 2., (2017). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian Kualitatif. 

Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat Deskritif, yang 

bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam 

subjek peneliti dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam, 

pengamatan dan dokumentasi. penelitian ini menggunakan penelitian lapangan 

(field research) yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi 

sumber permasalahan melalui pengamatan yang di kumpulkan dalam riset 

kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas.
46

 

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Toko Evo Petshop  Jalan Durian Kecamatan 

Sukajadi, Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih penelitian ini karena 

penulis menemukan permasalahan terkait karena di toko tersebut adanya 

pemotongan gaji karyawan akibat barang kadaluwarsa.  

  

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian  

Adapun subjek penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan toko 

di Toko Evo Petshop  Jalan Durian Pekanbaru kota. 

  

                                                 

  
46
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2. Objek penelitian  

Yang menjadi objek penelitian adalah tinjuan fiqh muamalah 

terhadap pemotongan gaji karyawan akibat barang kardarluarsa di Toko 

Evo Petshop  Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, anggota populasi 

dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia, di mana sifat-sifat 

yang ada padanya dapat diukur atau diamati. Populasi dalam penelitian ini 

adalah orang orang yang bekerja di Toko Evo Petshop  Jalan Durian 

Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru sebanyak 14, dengan ketentuan 1 orang 

pimpinan toko, dan 6 orang karyawan toko dan  7 orang helper gudang 

Dengan demikian jumlah populasi penelitian ini sebanyak 14 orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah anggota dan karateristik yang 

dimiliki populasi tersebut.
47

 Karena jumlah populasi yang terjangkau bagi 

peneliti, maka metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 

total sampling yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota 

populasi  digunakan sebagai sampel. 
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E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 

objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis adalah 

di Toko Evo Petshop  Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru dan 

dibagi dalam cluster sebagian dari 14 orang yaitu sebagai pimpinan toko  

dan  karyawan toko 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu atau 

menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan 

menganai sumber data primer. Data sekunder yang penulis peroleh adalah 

dari buku-buku dan internet yanag dapat membantu melengkapi data 

penelitian ini.
48

 

 

F. Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang akurat, relavan, dan dapat dipertanggung 

jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat teradap subjek 

dan objek yang di selidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi 

buatan, yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan kegiatan 
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praktek upah mengupah Toko Evo Petshop  Jalan Durian Kecamatan 

Sukajadi, Pekanbaru. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu proses pengumpulan data di mana peneliti 

mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah 

ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan toko dan 

karyawan toko di Toko Evo Petshop  Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, 

Pekanbaru. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan 

menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk 

juga buk-buku tentang pendapat, atau hukum yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau 

dokumen pribadi. dokumen yang digunakan dalam mendukung data 

penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Toko Evo Petshop  Jalan 

Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan yang sangat 

menentukan ketepatan keshahihan hasil penelitian. Teknik analisis data yang 

digunakan Deskriptif Kualitatif yaitu data data yang berupa informasi dan 

uraian yang dikaitkan dengan data data lain untuk memperoleh kejelasan dan 

kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.
49
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H. Metode Penulisan 

Teknik penulisan yang digunakan penulis adalah secara deduktif, yaitu 

menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada 

pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat 

dipahami dengan mudah.
50

 

I. Sistematika Penulisan 

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut 

dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang 

bersifat umum berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah. 

BAB II   :  KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas: defenisi upah mengupah (ijarah), dasar 

hukum upah rukun ada syarat upah mengupah (ijarah), macam 

macam ijarah, pembayaran upah dan sewa, pembatalan dan 

berakhirnya upah mengupah (ijarah), serta tinjaun skripsi 

terdahulu yang relavan. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan berbagai perihal teknik penelitian dalam 

rangka menjawab permasakahan dalam penelitan. 
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 BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN  

  Bab ini merupakan pembahasan dari penulisan skripsi ini 

menganalisa “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP 

PEMOTONGANGAJI KARYAWAN AKIBAT BARANG 

KADALUWARSA (Studi Kasus Di Toko Evo Petshop Jalan 

Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru) 

BAB V:  PENITUP 

  Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan 

dimasa yang akan datang. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPRAN -LAMPIRAN 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasrkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh penulis 

dalam judul skripsi “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP 

PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT BARANG 

KADALUWARSA (Studi Kasus di Toko Evo Petshop  Jalan Durian 

Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru)”, maka peneliti mengambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik  pemotongan gaji karyawan yang diakibatkan barang kadaluwarsa 

di Toko Evo Petshop adalah melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh 

pemilik toko yaitu PT Evo Nusa Bersaudara yang memuat tentang 

keputusan pemotongan gaji karyawan karena adanya barang kadaluwarsa. 

Jika ada barang kadaluwarsa yang ditemukan setelah dilalakukan 

pengecekan oleh tim audit dan dilaporkan dalam bentuk berita acara 

penyelesaian barang badstok (BAP) yang di mana karyawan menanggung 

50% dari kerugian tersebut dan 50% lagi oleh perusahaan, namun jika 

ditemukan kecurangan maka 100% kerugian menjadi tanggung jawab 

karyawan. 

2. Tinjauan fiqh muamalah tentang pemotongan gaji karyawan akibat barang 

kadaluwarsa  tidak boleh dilakukan sebab tidak sesuai dengan rukun syarat 

sahnya akad, dan para ahli Fiqh juga melarang denda akibat barang rusak 
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atau hilang yang bukan faktor kelalaian karyawan saat bekerja, serta tidak 

adanya surat perjanjian sebelum kerja. 

B. Saran  

1. Dalam melakukan sebuah perjanjian kerja seharusnya pihak perusahaan 

mengikutsertakan karyawan dalam merumuskan isi dalam pembuatan 

perjanjian, agar tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak yang saling 

mengikat janji 

2. Pihak perusahaan hendaknya melakukan evaluasi terhadap isi dari 

perjanjian karena pada prakteknya situasi di lapangan kadang tidak 

relevan lagi dengan perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu perlu adanya 

pengecekan ualang agar dapat memperhatikan penyebab terjadinya 

barang kadaluwarsa yang terjadi dilapangan agar dapat diantisipasi. Pihak 

perusahaan juga seharusnya tidak hanya mementingkan kepentingan 

perusahaan semata namun juga harus memenuhi hak- hak   karyawan, 

agar karyawan tidak merasa dirugikan dengan adanya sebuah kebijakan 

perusahaan. 
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LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN 

INSTRUMEN WAWANCARA 

Karyawan toko Evo Petahop 

Siapa nama anda? 

Jabatan di toko sebagai apa? 

Bagaimana sistem pengupahan pada karyawa toko Evo Petshop? 

Apakah ada kendala dalam pengupahan karyawan? 

Berapa gaji karyawan toko Evo Petshop? 

Apakah gaji karyawan ada terdapat pemotongan gaji? 

Bagaimana sistem pemotongan gaji karyawan di toko Evo Petshop? 

Bagaimana pendapat para karyawan toko Evo petshop terhadap  

   pemotongan tersebut? 
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